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Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara 

atributifberdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 
Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bersifat mandiri dan tidak berada 
dalam lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Akta autentik 
yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi 
instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum perbuatan hukum perdata, 
termasuk pendirian koperasi. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 
yang menjadi dasar kebijakan program Koperasi Merah Putih menimbulkan 
pertanyaan normatif mengenai sejauh mana instrumen kebijakan tersebut 
berimplikasi terhadap kedudukan dan kewenangan notaris dalam sistem hukum 
nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Kajian difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu kedudukan 
hukum Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan dan implikasi yuridisnya terhadap peran notaris, serta 
pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan dan independensi 
notaris ditinjau dari asas legalitas, asas kepastian hukum, dan teori kewenangan 
atributif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden secara yuridis 
merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat internal administratif 
dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022. Oleh karena itu, Instruksi Presiden tidak memiliki daya ikat 
normatif terhadap masyarakat luas dan tidak dapat dijadikan dasar untuk 
mengubah, membatasi, maupun memengaruhi kewenangan atributif notaris. 
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Kewenangan notaris yang diberikan langsung oleh undang-undang bersifat melekat 
pada jabatan dan hanya dapat dimodifikasi melalui perubahan undang-undang, 
bukan melalui kebijakan administratif. Meskipun secara normatif Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tidak mengubah kedudukan hukum notaris, 
penelitian ini menemukan adanya implikasi yuridis tidak langsung dalam tataran 
implementatif. Tekanan percepatan pembentukan koperasi berpotensi mendorong 
penyederhanaan prosedur pembuatan akta yang bertentangan dengan prinsip 
kehati-hatian dalam UUJN. Selain itu, persepsi bahwa koperasi dalam program 
pemerintah memiliki legitimasi khusus dapat menimbulkan ketidakseragaman 
perlakuan hukum yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan 
kepastian hukum. Potensi tekanan administratif tersebut juga berisiko menggeser 
posisi notaris dari pejabat umum yang independen menjadi pelaksana kebijakan 
administratif. 

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan Koperasi 
Merah Putih harus ditempatkan sebagai instrumen koordinatif dalam ranah 
eksekutif semata, tanpa menyentuh substansi kewenangan jabatan notaris. 
Pemerintah perlu menegaskan batas yuridis Instruksi Presiden agar tidak ditafsirkan 
melampaui fungsinya. Notaris sebagai pejabat umum wajib mempertahankan 
independensi dan kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta, terlepas dari tekanan 
kebijakan yang berlaku. Apabila diperlukan perubahan terhadap peran atau 
kewenangan notaris dalam konteks program strategis nasional, hal tersebut harus 
ditempuh melalui jalur legislasi yang sah demi terjaminnya kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi seluruh pihak. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci: Instruksi Presiden, Notaris, Kewenangan Atributif, Koperasi Merah 

        Putih, Asas Legalitas, Kepastian Hukum. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan 
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 9 Tahun 2025 mengenai program Koperasi Merah Putih menimbulkan 
pertanyaan mengenai implikasi yuridisnya terhadap kedudukan dan kewenangan 
Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Inpres No. 
9/2025 serta pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan 
Notaris menurut UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inpres No. 9/2025 merupakan instrumen 
kebijakan administratif (beleidssregel) yang berada di luar hierarki peraturan 
perundang-undangan, sehingga secara normatif tidak dapat mengubah atau 
membatasi kewenangan atributif Notaris yang bersumber dari undang-undang. 
Namun, secara implementatif, Inpres ini menimbulkan implikasi yuridis tidak 
langsung berupa potensi tekanan administratif dan penafsiran kebijakan yang dapat 
mengganggu independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kebijakan 
Koperasi Merah Putih berisiko menimbulkan inkonsistensi prosedur dan 
mengancam prinsip kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum jika 
dianggap memiliki legitimasi berbeda dari akta koperasi umum. Kesimpulannya, 
Inpres No. 9/2025 tidak memiliki daya ikat normatif terhadap kewenangan Notaris, 
tetapi batas antara kebijakan eksekutif dan kewenangan hukum harus dijaga ketat 
guna menjamin independensi jabatan Notaris. Disarankan agar pemerintah 
menegaskan batas fungsi Inpres sebagai instrumen koordinatif internal dan 
memastikan kebijakan tersebut tidak mengintervensi prosedur kenotariatan yang 
telah diatur oleh undang-undang demi menjaga kualitas akta autentik dan kepastian 
hukum. 
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